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PROBLEMATIKA KEWENANGAN ULAMA DALAM PERANGEAP
UNDANG-UNDANG

Muhammad Suhnili Sufvan dan Bharuddin Bin Che Pa’

-

ABSTRACT

The Aceh Ulanta Consultative Assembly (MPU) is the only provincial council
of wiemao thot officially recognize under the Indonesion law. The recognilion
is not only noted under the Indonesian basic constitution (UUD 1945), but
also constituted at the implementation level under the provincial law. The
legal recognition toward the exstence of MPU is o treless effort since the
Sultanate of Acoh was existed untd the ending of long-term conflict between
the Eree Aceh Movement (GAM) and the Indonesian eontrad govarnnent Lo
Jakarta post-tsunami disaster in 2004, Although the legal right has been
gronted for the MPU, at the implementation level, however, it could nof bwe
Jully functioned, This paper aims (o observe the jurisdiction of the MPU Aceh
ander the Indonesian legislation including the constraints faced by them to
act in accordance fo right given by the law. This s a gualitative study that
use related literatures review as the main sources of dota. Additionally, the
data is gathered through documentary studies and in-depth interviews with
related parties. The data collected 8 analysed using qualitative methods and
it in then presented in o descriptive form. This study found that the MPU
Aceh has a wide jurisdiction ranging from the field of religion, government,
development, socio-cullural ond community to the [Islamic economic,
Nevertheless, the main problem finding is imperfect wnderstaonding abowut
implementation of sharia, particularly among the government offhcial i
cause difficult expansion of the role of ulema in the field of government.

Keywords: Acel, Ulama, Undang-undang

* Department of Sinsah Syariyyah, Academy af lslamic Studies University of
Malayn Kualn Lumpur, E-mail: m_suhailvfsiswo woedumy.
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Latar Beinkang

Sejarah Aceh telah mencatat hubungan yung sangal eral antarn
ulamn dengan masvarakat maohupun antarn ulama dengan pemerintah,
Hubungan terschut telah berlangsung sejak zaman kerujaan Islam mulai
bertapak di wilaynh paling barat pulau Sumatera ink Beberapn kerajaan’
yang silih berganti mennneapkan kukunya di wilnynh ini telnh membar
ruang yung sangat luas bagm ulama dalam menuntun rakyat dan
pemerintah supaya mengikut syariat Islnm,

Hubungan vang terjalin antara ulama dengan umara berlaku dalam
segaln nspek kehidupan. Muliadi Kurdi menjelaskan, ulama  selan
memainkan peranan dolam bidang agama, juga dalam politik serta
mendampingi Sultan selaku kepaln pemerintahan baik dalam kaneah
politik dalsm dan luar negeri. Kurdi bahkan membuat suatu kesimpulan
buhaws semenjak kerajasn lslam Perlak schinggalabh Kersjaan Aceh
Darvssalam, setiap Sultan selalu didampingi oleh seorang ulama sebagai
tempnt baginds merwuk segala permasalahant

Kehadiran Majelis Permusynwaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai
lembaga resmi ulama dalam sistem pemerintahan Aceh, merupakan hasil
perjusngan panjang untuk memperoleh Yemball pengakuan sécurn sah
peranan uluma dalam pemerintahan mengikut undang-undang Indonesin.
Dengan demikian, MPU yang beranggotakan para ulama dan cendikiawan
memiliki otoritas dalam memberikan pandungan dan menyetujui kebijakan
vang dibuat oleh Gubernur selaku ketua pemerintahan Aceh, terutama
sekall segala hal yang menyangkut dengan syariat lslam.

Kewennngan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Ulama
(MPU) di Aceh juga sedikit berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh
institus) Uluma di Indonesia, Dari segi kepatuhan, kepatuban masyarakat
Indonesia terhadsp fatwa yang diterbitkan oleh Majlis Ulama lebih kepada
ungkapan rasa hormat mereks terhadap kewibowann sang ulama »

Kewenangan Ulama kemudian dituang dalam Qanun Aceh No, 2
tahun 2009 entang MPU yang merupakan turunan atau tindak lanjut dari
undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggarann Keistimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 11 tahun 2006
tentang Pemerintahan Acch. Namun demikian peranan yang diberikan oleh
Qanun no, 2 tahun 2009 tentang MPU ini telah memberikan beberapa
implikasi terhadap MPU sendiri, di mana kewenangan fatwa terutama
seknli mengenni njaran sesut, oleh sebshagian kalangan dianggap telah
mengakibatkan beberapa gejolak dalam  kehidupan masyarakat™
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Sobheiumnya bahkan sempat beredar selebaran gelap vang menuntut
pembubaran MPU.~

Melihat kunsa yang begitu besar diberikan oleh Qanun Aceh kepada
MPU dan kenystaan yang berlaku di lapangan, terlihat ada ketidak
selarazan antara kunsa yang dimiliki dengan perkembangan yang berlaku
Maka, pertanyaannya ndaluh, bagmimanakah kunsa dnn wewennng vang
dimiliki MPU mengikut undang-undnng yang ada? Dan apa saja kendnln
yang dihadapi oleh MPU dalam moelaksanakan amanah undang-undang?

Definisi Ulama

Perkatann “ulama” bernsal dari kata bahasa Arab yang telah
diserapkan ko dnlam bnhasa Melayu. Perkatasn “ulnma” bernsnl dari kata
‘alima yolamu-5lman¥, arti dasarnya ialah ‘arofa” mengetahui. Orang
yang mengetahui dinamakan dengan ‘alimun, jamnk dari kata ‘alima inlnh
‘wlama’ orang vang sangat banyvak ilmunya disebut dengan al- Allamah.™
Sescornng dikatakan sebagai ‘alim atau alim jika in bhanvak mengetahui
Sementara perkataan al-‘Allamah menunjukkan kepada kesangatan, ism
tafdil (superiative) dari kata ‘alima yang membawa kepnida makna sangat
mengetahui,™ hal ini dapat diketahui dari keberadaan huruf “ha” atau “ta
marbutak” pada hujung perkataan al-‘Allamah yang menunjukkan kepnda
al-Mubaloghah.™

Mengikut Thnu Faris dalam Mujam Mogayisu al-Lughah, rangkaian
perkataan yang berasas kepada huruf ‘ain, Jam dan mim, arti asalnya ialah:
adanya tanda atau jeink pada sesuatu yang dapat membedakannya dengan
yang lain® Daripada akar kata inilah muntul turunan perkataan al-
‘Alamah ypng membawa bormakna tanda atou yang dikenal al-‘Alam yang
membawn makna bendera atau panji-panji atau gunung al-TImu bermsakna
lawan dari padn kebodohan atau mengetahui™

Pengertian yang serupn jugn diungkapkan oleh al-Junani dalam
Ta'rifat dengan moenyebutkan hahawa al-Alamu bermakna: ungkspan
mengenai sesuatu yang dapat diketahui dengannya akan sesuatu (ibaratun
amma it Tamu bihi al-Syai'u).™

Sementara istilah ulama dalam penggunann sehuri-hari dipakai untuk
menunjukkan orang yang ahli (pakar) dalam pengotahuan agama 1ziam.*»

Namun demikian, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tidak hanya
diisi oleh Ulama, akan tetapi perpaduan antara ulama dengan cendekiawan
muslim, sebagaimana termaktub dalam bab 1 Fasal 1 point 12 dan 13

71T
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Ganun no, 2 tahun 2009 tentang Maelis Permusyswaratan Ulama, Ulama
vang dimaksud dalam dalam Qanun tersebut adalah tokoh panutan
masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara
mendalam ajaran lslam dari al-Quran dan hadis serta mengamalkannya.
Sementara cendikiawan adalah dmuwan mushim yang mempunya:
integritas moral dan memiliki keahlinn tertentu secarn mendalam serta
mengamalkan ajuran Islam. =

Kajian Literatur

Ditemukan beberaps kajian terdahulu yung berhubungan dengan
topik yvang sedang dibahas Husni Jalil™ menyebutkan bahwa agas legnlitne
peranan Majehs Permusyawaratan Ulama sebagai mitra kerja pemerintah
bersandar kepadn perundang-undangan vang ada mulai dari Undang:
undang Dasar 1945 suampal kepada Pernturan Daeral.

Dalam kajiannya, Husni Jalil menyimpulkan bahawa dalam
praktiknya peranan Ulams belum berjunlan maksimal. hanva bersifat
consultative,  Kesimpulan lan yang dibuat, otorites ulama dalam
pemenintahan masih sebatas otoritas profesionalisme dan moral, tidak lebih
dari 1tu,

Abidin Nurdin dalam buku “Serambi Mekkah wang Berubah”
menyimpulkan bahwa legitmasi vang dimiliki oleh ulama berdasarkan
kepada jasn dan pengorbanan yang diberikan oleh ulnma sepanjang sejarah
Aceh, Jika hal ini di libat melalui teori Weber, makn asas legitimasi yang
dimiliki oleh ulama adalah legitimas: karismatik, ity kesan yang muncul
akibat rasa kagum, hormat dan kecintaan masyvarakat terhadap individu
tertentu. Legitimasi ini dustilahkan dengan legitimasi sosiologis »

Rujian yang hampir sama dengan kajinn Abidin adalah kajian yang
dilakukan oleh Jabbar Sabil*¢ Dalam kajinnnys, Jabbar memberi
penekanan pada ussha dan penglibatan ulama tempo dulu dalam
menghasilkan karva undsng-undang yang dijadikan pedoman pada masa
pemerintahan [slam di Aceh.

Muhammad Nur [khwan® dulam kojiannys, menyvatakan bahwa
ulama Acch sudah terkennl dengan semangat perjusngan semenink
menentang pemjsishan kolomial vang dimulsi oleh beberapa ulama
independen dengan semangat FPrang Sabi sampai membentuk wadah
persatuan ulama bernama PUSA (Persatuan Ulama Selurub Aceh) vang
dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh. Sikap Patriotik ini
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berkelanjutan sampni menentang pemjwyahan Jepang dan Pemerintah
Sukarno vang ingkar janji bagi pelaksanaan synriat Islam di Aceh yang
dikenal dengan pemberontakan DI/TIL

Nur Ichwan jugs mendapati bshawa untuk mengakhiri konflik
berkepanjangan di Acch telah melahirkan beberapa gagmsan resolusi dan
kecenderungan rakyat Aceh yang disimpulkan padn empat macam; pertamn
inlah usulan merdeka dan lepas dari Indonesin, pandangan ini adalah
tuntutian ytama GAM. Usulan kedun adalah Referendum, dengan meminta
pendapat rakyat apakah tetap tkut dengan Indonesia ataupun pisah, wsul
ini disokong olel kumpulan-kumpulan pemuda terpelajar yang terkumpul
dnlam SIRA (Sentran Informasi Referendum Aceh), RTA {Rabitah Taliban
Acch) vang merupakan organisasi eantri Dayah Aceh serta HUDA
(Himpunan ulama Daynh Acehl. Ketiga inlnh menjadi negarn bagian
Indonesia dengan sistem Federasi dan pelaksanaan syariat 18lam, ide ini
dikemukakan oleh Gubernur Aceh pada waktu itu, Synsmsuddin Mahmud
vang mendapat dukungan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan keempat
ndalah pemberian autopomi khusus dengan hak melaksanakan svariat
Islam bagi pemeluknya di Acch yang merupakan usulan sekelompok
cendikiawnn vang sangat terpengaruh dengan pandangun ke Indonesiann,
dan usulan inilsh nampuknys vang di pakai oleh Jakorta pada masa itu
sobelum terjadi Mol Helsinki.

Ichwan juga mengungkapkan terjadinys disharmom antara peranan
MPU dalam melahirkan Qanun tentang Syariat Islam dengan aplikasi di
japangan. Kenyatasn ini begitu kerara pada masa pemerintahan Trwandi-
Nazar. Térpilihnya pasangan Irwandi dan Muhammad Nazar sebagm
Gubernur dan wakilnys membuat penyokong syarint Islam di Aceh gamang
termasuk MPU. Hubungan harmonis antara pemerintah dan MPU hanyn
berjalan pada tahap awnl-awal masa kepimpinan merekn, selepas itu tidak
pernah lagli meminta fatwa kepada MPLU.

Borkennan dengan peranan ulnmn dnlam sosisl masynrakst Aceh
secnrs umum dijumpni beberapa buku berkenaan dengannyn seperti karya
Yusny Saby. Dalum bukunya, Yusny Suby menjelaskan bagaimansa
kevakinan orang Acch akan berjnyanya sebuah kerajuan jika berlaku
hubungan yang harmoni antara ulama dan umnarp. ™

Buku lain dengan pembahasan berkenaan dengan persnan ulamsa
dengan skop lebih spesifik adalah karya M. Hashi Amiruddin™yang fokus
dengan masalah ulama Dayah. Selain itu adalah tulisan Shane Joshua
Barter Barter dalam artikelnya mengupas berkenann peranan ulama

=73,
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dalam negara dan konflik yang berkepanjangan dajam sejurah Aceh dan
maen dahulu sampai kepada pemberontakan Aceh Merdekn. Barter
mendapati adanyn perbedann pandangan antarn ulama yang menyokong
perjiuangan dengan official ulama terutama sekali MPU dalum beberspa isu
utama yang berbangkit pada masa itu, terutama sekdli borkenaan dengan
avahid tidaknya pejunng Gerakan Aceh Merdeka dalnm sebuah peperangan,
sikap keras mereka terhadap etnik non Aceh.

Berasaskan tinjauan kepustakaan vang telah pengkaji lakukan,
pengkaji melihat bahaws kajian yang akan dilakukan dapat mengisi
bahagian kosong yang belum dieksplorasi oleh para penyelidik sebelumnya.
Kajian yang akan dilakukan ini berusaha menyambung dan mencoba untuk
melengkapi apa yang pernnh dikaji oleh beberapa penyelidik sebelumnya.

Sejarah Organisasi Ulama di Aceh

Dalamy catatan sejurnh, semenjak zaman dahulu telnh terbukti
bahawn para ulama selalu mendapat tempat khusus di hati masyarakat.
Institusi ulama dalam sejarah Acch telah lama dikenal sebagai lembaga
tertinggi negara yang dipimpin oleh seorang dengan gelaran Qadhi Malikul
Adil dan dibantu empat orang Svaikhul [slam isitu mufti mazhab Syafii,
mufti mazhab Maliki, mufti mazhab Hanafi dan mufti mazhab Hambali =

Peranan wlams daelnm tatanan politik Acoh muasa dahulo jugs dapat
dikesan dalam Qanun al-Asyi yang dijadikan sebagai undang-undang
semaan pemerintahan Sulten [skandsr Muda Perkasa Alam. [Y antara
Institusi pemerintahan yang wujud pads masa itu adulah “Balai Rong Sari”
yang merupakan Lembaga tertinggi kerajaan. tempat musfakat para ketun-
ketua wilayah "Ulee Balang” berseris tujub orang alim ulama dan sultan.
Spiein Balni Rong Sam ada “Balai Majelis Mahkamah Rakyat”™ yang
merupakan lembaga legislatif dengan tugas dan wewenang membuat serta
meneliti undang-undang yang berlaku. Ahli Majelis Balsi Mahkamah
Rakyat terdiri dari tujuh puluh tiga pimpinan wilaysh yang diketuai oleh
soorang Qadhy Malikul Adil o

Kedudukan utama yang diberikan kepada para ulama dalam
pemerintahan Aceh dapat difaham kerans keyokinan masyarakat Aceh
adalah berasaskan Islam, hal ini dapat dikesan dengan banyaknya lembaga
pendidikan agamn yang didirikan di Aceh mahupun orang Aceh yang
melanjutkan pengajinn ke Makah al-Mukarramah ="




ADABIYA I Volume 16, Nomor 30, Februari 2014

Hubungan dan jaringan para ulama Aceh zaman dahulu tidak hanva
pengirimun pelajar untuk menuntut ilmu ke luar negara, bahkan jarningan
keilmuan telah terbing dengan kehadiran beberapa ulams luar negara ke
Aceh atas undangan pemerintah, seperti kehadiran ulama dari Mekkah,
Porsin, Tndin dan Mesir, selnin mengutus para utusan dun ulama untuk
menyebarkan lslam ke berbagai-bagai pelosok Nusantara =

Ketika para penjaiah Belanda kemudisn disusuli oleh Jepang ingin
menjainh  tanah  Aceh, institusi ulama secdra  rESTL WL pun mula
menghilang sedikit demi sedikit. Impak dari penjajahan ini mnka
muncullnh para ulama dan mufti-mufti perorangnn yang moemiliki tempat
mulin dalam hati muasyarakat Aceh,

Lamanya peperangan mengakibatkan ramai orang Aeceh mat svahud
dan terkorban dalam peperangan wmelawan pesdajah. Selain ramal yung
terkorban, peperangan juga memberi kesan negatif bng dunin pendidikan
dengan hilangnyn kesempatan untuk menuntut ilmu dan tidak terurusnyn
institusi pendidikan secara baik karena gibuk dengan peperangan. Efek lain
dari peperangan adalah ramainys orang alim yang svihid dalam melawan
penjujah.

Semenjak tahun 1907, Belanda mulai momperkenalkan  sistem
pendidikan untuk menyokong birokensi mereka ™™ Orang-orang yang dapat
mengnkses pendidikan adnlah keluarga penjajnh dan orang-orang tertentu
yang memiliki kedekatan dengan mereka. Sekolah yang dibangun oleh
Belanda tidak berapa disenang oleh kebanyvakan masvarakat Aceh kerana
dinngegap =ekolah kafir =

Sementara itu, ulama di Daysh Aceh hanya mengajarkan materi
pengajarnn keislaman sahnyn, terutama sekali dbmu fiknh, sementara ilmu-
ilmu yang Inin seperti matematik, goografi, bahasa asing sama sekali tidak
dininrkan Beranghkat dari inilah beberapa tokoh dan uwlama dikemandol
oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh, Tengku Abdurrahman Meunasah
Meucap, Tengku Mubammad Nur el-Ibrahimy, Tengku [smuil Jakup,
Tengku Abdul Wahab seulimum dan tengku Hashallah Indrapuri
mendirikan Persatuan ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tshun 1939 =

PUSA pada tahap awal memfokuskan diri dalam gerakan reformast
pendidikan di Aceh dengan mendirikan berbagai-bagai lembagn pendidikan,
melutih guru-gliru agamas, dan menyebarkan ajaran Islam melalui cernmah-
cornmah agama dan lain-lain. Setelah itu’ PUSA mulai merambah duma
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politik sehingga nantinya terjadi peristiwa perang antara ulama dengan
para penguasa “Ulee Balung” ynng dikenali dengnn peristiwa Cumbok.

Pasca perstiwa Cumbok dan pendudukan Jepun, peran ulnma deagan
inutitusi PUSA mulai memudar dan kemudian lmmhalli Ingi muncul peranan
ulama secara individu dalam mengobarkan perlawanan kepada kezaliman
yang klimaksnya ketika peristiwa Darul Islam meletus pada tahun 1853,

Sehinggalah pada tabhun 1965 tepatnoya 17 dan 18 Disember,
berlangsung musvawarah ulame welurub Aceh di Banda Aceh. hasil
mukyawarah ini disepakati untuk membentuk institusi ulama dengan nama
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan ketua pertama adalah
Tengku Haji Abdullah Ujong Rimba. Pada tahun 1968, mengikut perintah
(iabenor Aceh dengan nombor 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama
bertukar nama menjadi Mujelis Ulama Indonesin Provinst Dacrab letimewa
Aceh. = Semenjak itu, MPU menjadi bahagian daripada Majelis Ulama
Indonesin (MUT) sehinggalah diadakan Musyawarah Ulams se Aceh pada 2-
5 rabiul akhir 1422 bertepatan dengan 24-27 Jun 2001, melalui sumpah
dan ikrar terbentuk lah ke pengurusan Majelis Permusvawaratan Ulama
(MPL Aceh vang independent.

Asas Legalitas Perundangan

Sehagai bahagian dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
keberadaan Mawliz Permusvawaratan Ulama di sk dalam undang.
undang Indonesin sebagni salah satu satuan Pemerintahan Daerah. Dalam
UUD 1945 disebutkan bahawa negars menghormati  satuan-sstuan
pemerintahan daernh yang bersifut khusus atau bersifat Istimewn vang
dintur dengan undang-undang. >

Keberadaan Majls Permusyawuratan Ulsma Aceh adalah salah sata
bentuk satuan pemerintahun daersh vang bersifat khusus, distur dan
diperielas oleh Undang-undang no. 44 tahun 1999 tentung Penyelenggnrann
Kewstimewannan Provingi Daernh Istimewa Acch.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahawa salah satu bentuk
keistimewaan™ yang dimiliki Acel adalab peran ulama dalam penstapan
kebijakan daerah. Pasal 9 Undang-undang no, 44 tahun 1999 menyebutkan:
Daoeral membentuk sebunh badan yang anggotanya terdiri atas para ulama
dan bersifat  independen yang berfungsi memberikun  pertimbangan
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terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan
dnn kemasynrakatan serta tatanan ekonomi yang Islami

Avcanah undsvundang inl dijsbarkan oleh Peraturan Naerab Aceh
No. § tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata keria Mnjelis
Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Dalam Peraturan doersh ini ditegaskan babawa MFU adalah institusi
independen tidak termasuk sebagai unsur pelaksana pemerintahan dan
Dewan Perwokilan Rakywt (DPRL. Majolin Permusyawaratan Ulama
merupakan mitra yang sama peringkatnya dengan pemerintah dan Dewan
Perwnkilan Rakvat (DPR)™% akan tetapi bukan unsur pelaksana
pemerintah Aceh.

Kedudukan Majelis Permusyawatan Ulama di kuatkan lagi dalam
Undang-Undang  Bepublik  Indonesia No., 11 wahun 2006 tentang
pemerintahan Aceh yang merupakan wujud dari hasil perundingan damai
antara pihak Gernkan Aceh Merdeka dengan pemerintah  republik
Indonesin di Helsinki.

Undang-undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2006 tentang
Pemerintaban Aceh Pasal 128 poin (1) menyebutkan bahawa Majels
Permusyawaratan Ulamn dibentuk di kota Propinsi Aceh dan di wilnyah-
wilayah Aceh lainnya beranggotakan ulama dan condikiowan Muslim yang
memnhami  agama  Islam dengan memperhatikan perwakilan  kaum
perempuan. Poin (2) menyatakan bahawa MPU bersifat independen dan ke
pengurusanoya di pilih dalam musyswarah ulama. Kedudukan MPU
disebutkan dalam poin (3) ssbagai mites™" Pemerintah Aceh, pemerintah
Kabupaten/kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan
Perwakilun Rakvat Kabupaten/kota ==

Untuk melnksanakan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang
Pemerintaban Aceh khususnyn pasal 138, 148 dan 140, maka lahirlah
Qanun No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang
menjolaskan segala aspek teknikal peranan Majelis Permusyawaratan
Ulama.

Fungsi, Kewenangan dan Tugas Ulama
Majelis Permusynwaratan Ulama memiliki fungsi memberikan
pertimbangan™ terhadap  kebijakan  dawrah,  meliputi bidang
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pemerintahan, pembangunan, ekopomi, sosial budaya dan kemnsyarakoatan.

Selain itu, MPU juga berfungsi untuk memberikan naschat dan bimbingan

kepada masyarakat belandaskan ajaran [ axve

Kewenangan yang diberikan kepada Majelis Permusynwaratan Ulama,
adalah menctapkan fatwa= torhadap masalah pemerintahan,
pembangunan, ckonomi, sosial budays dan kemasyarakatan, Selsin
kewenangan penotapan fatwn ini, MPU juga berwenang memberikan
arahan terhadap perbedann pendapat dalam masalah keagamans, bailk du
kalangan umat Islnm mahupun antar umat beragama, =

Merujuk kepada UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Majelis Permusyawaratan Ulama berkewenangan untuk memberikan fatwa
berkenann persoalan pemerintahan, pembungunan, pembinaan masyarakat
dan ekonomi, diminta ataa tdok oleh pewmerintabooss Hal il bermakon
MPU mesti hadir dalam segala keputusan pemerintah.

Berdasarkan fungs dan kewenangan, maka MPU mempunyai tugns”
sebagai berikut:

#. Memberikan masukan, pertimbangan dan saranan* kepada Pemerintah
Acel dan Dewnn Perwakilan Bakyat Aceh (DPRAY dalam menctuphan
kebijakan pemorintah yang berasaskan syarat lalam.

b. Melikukan pengawasan terhadap penyelenggarann pemerintahan,
kehijukan daerah berasaskan syanat lslam.

¢. Melakukan penyehidikan, pengembangan, penerjemahan, penerbitan
dan pendokumentasian naskhab-naskbhabh vang berhubungan dengan
syarint |slam.

d. Mempersiapkan calon Ulama.

Sementars itu, tugns untuk memantau dan mengkaji terhadsp dugaan
penyimpangan praktik keagamaan yang menimbulkan keresahan di
kalangan masvearakat merupakan tuges dar Malels Permusyawaratan
Ulama kabupaten/kota. Hasil kajian mereka di laporkan kepada MPU Aceh
untuk dinmbil tindakan seperlunyva.

Berdnsarkan peranan utama di atas untuk memberi masukan,
pértimbangan. bimbingan dan nasehat serta saran dalsm menentukan
kebijakan daerah dari sspek syanah, MPU dianggap berianggung jawab
atas tersslenpgaranya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawn
serta Islami. Selnin tugas ini, Majelis Permusyawaratan Ulama juga

_?slu
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berfungsi memberi naschat dan saran kepada eksekutil dun legnslatif serta
mengawnsi pelaksanaan kebijakan deerah.

Kewenangan vang begitu besar diberikan oleh undang-undang Yang
berlaku di Aceh kepnda para ulama, maka ulama tidak dapst melepaskan
diri dayi tanggung jawab mengennal apa Jua peristiwa yanlng berlaku di Aceh.
Hal ini kerana UL No. 11 tahun 2006 memberikan kewenangsn bagi Ulamna
untuk mengeluarkan fatwa, diminta atasupun tidak diminta terhadap
persoalan  pemerintahan, pembangunan, pembinaan  wasyneakat  dan
ekonani.

Bila ditinjau darl segi jumiah anggota, berdasarkan undang-undang
yang berlaku, sotidak-tidaknyn adn sekitar 240 orang ulama kharismatik
selain anggota MPU yang terlibat dalam proses pembustan kebijakan
pemorintah Aceh. Perinciannys sdalah keterlibntan ulama  kariematik
dalam lembaga MPU baik di tingkat Aceh yang terwakili dalam Majelis
Syuyukh dan Dewan Kehormatan Ulama pada peringkat Kabupaten/Kota.
Hal ini juga memberi pesan bahawa di Aceh sekurang-kurangnya terdapat
240 ulnmn vang dianggap karismatik.*"

Bernsaskan kewenangan, MPU cemestinyg dapat mengurahkan.
memberi masukan dan mengawal bagaimann pemerintah Aceh sepatutnya
melaksanakan Cood and Clean Government, demikinn jugn ulamna harus
mengambil peranan dalam memperbaiki reputast korupsi di Aceh yang
menempati tempat kedua terkorup di Indonesin untuk tahun 2012,

Dalam bidang pembangunan ekonomi, Ulsma belum mengoptimalkan
kewenangan yang diamanahkan oleh undang-undang dalam meningkatkan
perekonomian masyarakat, paling tidak dalum hal zakat dan pengelolaan
harts wakaf serts usaha ke arah menaiktarafkan tingkat kehidupan
masyarakat umum. Hal ini untuk mengatasi tidak berkesannya banyaknva
duit yang beredar di Aceh tapi belum memberi pengarub secara signifilkan
terhadap kesejahteraan rakyat.

Hal lain dalam bidang ckonomi ialah masalah perbankun, usahs
memperjunngkan  perbankan dan lembaga okonomi mikro yang
berlandaskan Islam borkembang di Aceh harus lebih mat dilnkukan. Bila
perlu dilakukan wacana wntuk mengislamkan Bank Aceh secara total Hal
ini sangat dimungkinkan kernna semua modal berasal dari Acsh dan Aeceh
melaksanakan syariat Islam, kenspa bank Aceh mest adn Konvenstonal
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dan Islam? Sepatutnya hanya adn satu Bank Aceh di Aceh, yaitu Bank Acel
vang lslami, ini memerlukan goodivill semun pihak.

Dibalik kewenangan yang diberikan, Qanun Na, 2 tahun 2009 tidsk
menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ulamo terhadap
kerja eksekutif mabupun legislatif di samping tidak memberi kejelasss
mengenni  punishmen! sekiranya eksekutif mahupun legislatif tidak
mengendahkan aps vang dikemukakan oleh para ulama. Kesimpulan i
s disepukaty oleb Abidin Nuedin dan Syahrzal Abbas, di mana mkiranys
pemerintah tidak memintn pertimbangan MPU berkaitun dengan kebijnkan
don pembuatan Qanun, maka kebijakan tersebut tidaklah batal, hal i
menunjukkan buhawa pertimbangan MPU bukanlah sesuatu yang mutiak
harus dipatuhi *=

Dari pihak pemerintah sendirt, menplutl pertuimbangan ataupun
bertanya kopada MPU merupaken hak pemerintah. Terserah kepoda
pemerifitah apskah in skan menggunakan haknyn stau tidak. Namun
demikian, secaras moral Pemerintah selayaknva mengikuti pandangan MPU
karens sebagai pejabat negara mereka telah disumpah sesusi dengan
RepercayBRony e

Pada sisi lain, Peranan MPU sangat di easakan oleh masyarnkat
dolam hal arahan dan nanschat mereka kepadn masvarakat dalam
menghadapi situasi tertentu berkennan syvarist lslam terutama sekali
aliran sesat. Akan tetapi peranannya masih kurang hila dibandingkan
dengan perkembangan alirun sesat vang begitu banyak, eepatutnya
masalah ini dapat cepat terselesnikan sebelum menimbulkan korban
sebagnimana yang terjadi dalam peristiwa di Jambo Dalam Plimbang dan
kasus Barmawi di Aceh Selatan. s

Peranan MPU dalam pengembangan, penterjemahan dan penerbitan
nnsknbe-nuskah vang berkaitan dengan Sysriat lelam juga belum begitu
dirasakan oleh masvirakat bila dibandingkan dengan jumlsh publikasi
vang dilakukan oleh Dinas Syariat [slam. Sudah tiba masanya MPU
mengembalikan apa yang pernah di capai pada zasman kegemilangan
kerajnan Aceh masn dahulu yang telah meninggalkan berbagni naskah yang
dihasilkan oleh para wlama. Naskah tersebut masih dapat dikesan seperti
Miratut Thullab karya Syaikh Abdur Rauf al-Sinkil pads masa Sultanah
Tajul Alam Safivatuddin (1641-1675M), Safinatut al-Hukksm fi Takhlis al-
Khassam karva Jalaluddin al-Tursani pass masa Ala' al-Din Johun Syah
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(1725-1780M) Hujjah al-Bahghah karya Jalaluddin ibn Syaikh Kamal al-
Din a&l-Qadhi (1735-1780M).»

Mengikut pengakuan Ketun Majelis Permusyawpratan Ulwena Aceh
dun periode yang lalu, inti masalah yang dihadapi adalab wujudnya
pemahlaman yang tidak sempurna terhadap Synri-tllalam di kalangan
muosyarakat terutamn sekali para pemangku jabatan pemerintahan
sehingga mempersulit perluasan  peranan ulama dnlam bidang
pemerintahan, MPU secara telnik telah dilibatkan dalam pembustan
Qanun Aceh terutama sekali yang berkenaan dengnn pelaksanasn Syariat
Islam, bahkan Qanun tersebut baru dapat disahkan oleh DPRA setelah
mendapat persetujuan dari MPU Namun dalam qanun yang tidak secara
nngsung berkenaan dengan syarint Islam, MPU selalu diminta pendapat
dan hadic dalam pembabasan di DPRA. lanjut Muslio, Hal ini sgak sedila
berbeda dengan pandangan yang diberikan aleh pakar hukum dan
Unversitas Sviah Kuala, yang mann menurut pendapatnya, MPU hanya
diminta pandangan saja, namun keputusan muktamad ada di tangan
DPRA »wu

Masalah lain vang dibhadapy oleb Muplis Permusvawaratsn Ulama
adalah struktur undang-undang vang berlnku. Ulama Asoh tidak mampu
memninkan kuasa yang dimiliki sebagaimana peranan yang pernah berlaku
pada zaman kernjnan Acch Darussalam lebih disebabkan kerana struktur
dan undang-undang pemerintah, bukan sebab tidak andanya kemampuan
Qolain itu, Kendala lain yang dibadspi adalah peranan dan kussa wlama
dimainkan melalui institusi ulama, yang menjndi permasalahannys mereka
tidak ssemuanva sepakat sinpa sebenarnya yang dapat disebut sebagai
ulama. Hal ini memberi kesan senkan-akan wujudnya persaingan antara
boberapn organisasi ulama yang berakar kepada organisasi masyarakat
YIDE SemMEmangnys talah wuiud dalnm masyarakat mengihut hasil kajian
yvang dilakukan Kamaruzzaman dan Hashi Amiruddin.

Pendapat ini sendiri dibantah oleh Ketus MPU, menurutnya, MPU
erbuka untuk siapn sahajs ulama dan dari mana sahnjn nsal organisaginya
dengan ketentunn, jika menjodi nnggota MPU mesti melepas segala embel-
embel organieast sebelumnya, vang dilikat adalah in sebagal anggota MPU.
Dengan demikian. keanggotaan dalam MPU berasal dari berbagai-bagni
latar helakang organisasi. Standard yang dipakai untuk menjadi nnggotn

-nl-
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MPU adalsh test dan ujian memahami Islam dari sumber ash dengan cara
ujian membacn kitab Arab!

Kesimpulan '

Kewenangan vang begitu besar diberikan oleh undang-undang kepada
wlama beolum sepenuhnya terlaksana terutams sekali dalam  hal
pEngawasan.

Persoalan utamn vang sangat ketara dirssakan adalah belum adanyn
kesamaan pemabuman dan visi berbagai pihuk di Aceh mengenal Syariat
Islam itu sendiri sohingga membuat kebijnkan yang dibuat tidak begitu
membumi. Sementara sentimenti] dalam beragama menyumbang kepads
keperluan mnsvarakat terhadap MPU terutama dmlam menangkal aliran
gesal.

Akhirnya diharapkun dengan adanyn kewenangan yang diberikan aleh
undang-undang ini, MPU dapat mengembalikan maruah dan kejayaan
ulama Aceh zaman silam. Kejayasan ulama dalam membimbing umat
dengnn penubh kasih savang, penuh perhatian, dengan tassmuh dan
menghormati perbedaan dalam masalah furv'iyah dan berada di gans
paling hadapan dalam membels sgamn dan rakyal, Semogs ulamn tidak
terperangknp dalam bingkasi undang-undang yang hanya melaksanakan
tugns dan fungsinya semata-muta karena memenuhi kehendak undang-
undang.
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